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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pada tahap atau proses 
bagian mana penerapan sidang online perkara 
pidana di era pandemi Covid-19 sering 
menemui kendala dan apa unsur atau kriteria 
efektivitas hukum secara umum terpenuhi 
dalam proses persidangan perkara pidana yang 
dilaksanakan secara online. Dengan 
menggunakan metode penelitian socio legal, 
disimpulkan: 1.   Dari survei  yang diambil 
dengan membagikan kuesioner kepada 
beberapa narasumber dengan hasil 81,8% 
memilih pemeriksaan Saksi/Ahli, kemudian 
13,6% memilih pembuktian dan sisanya 
memilih lainnya yang di dalamnya ada 
pembuktian.  2. Melalui survei langsung untuk 
melihat terpenuhi atau tidaknya unsur/kriteria 
efektivitas dalam hukum secara umum pada 
penerapan sidang online perkara pidana di 
masa pandemi Covid-19, perolehan pada 
diagram hampir imbang antara yang konsisten 
memilih IYA dan TIDAK sedangkan untuk yang 
lainnya memilih KURANG, dapat kita lihat untuk 
unsur atau kriteria sendiri ada yang tidak 
terpenuhi khususnya adanya saran dan 
prasarana, jika melihat alasan mengapa 
narasumber memilih IYA dikarenakan sidang 
perkara pidana harus tetap berjalan untuk 
menjawab masyarakat yang mencari keadilan 
sekaligus mematuhi protokol kesehatan dengan 
mengurangi interaksi langsung dengan orang 
banyak guna memutus penyebaran Covid-19 
sedangkan untuk alasan memilih TIDAK dan 
KURANG EFEKTIF keseluruhannya memaparkan 
alasan yang kurang lebih sama yaitu faktor 
minimnya prasarana penunjang sidang serta 
buruknya jaringan internet untuk memastikan 
sidang dapat berjalan, jadi untuk kriteri 
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efektivitas sidang online pada masa pandemi 
Covid-19 dinilai TIDAK TERPENUHI karena 
sidang online perkara pidana dinilai KURANG 
EFEKTIF karena sidang memang untuk saat ini 
harus tetap berjalan guna menjawab setiap 
masyarakat yang mencari keadilan begitu juga 
untuk Terdakwa yang terikat masa penahanan 
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 
guna memutus penebaran Covid-19, namun 
pada penerapannya banyak menemui kendala 
karena untuk prasarana penunjang sidang 
online perkara pidana sangatlah kurang 
membuat sidang tidak berjalan baik. 
Kata kunci: Efektivitas, Sidang Online, Perkara 
Pidana, Masa Pandemi Covid-19. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Layanan e-court yang termasuk didalamnya 
layanan e-litigation, e-litigation5 secara  singkat 
adalah persidangan yang dilakukan secara 
elektronik dengan cara meminimalisir para 
pihak untuk bertatap muka dan datang ke 
kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas 
sederhana, cepat dan biaya ringan. Teknisnya 
para pihak dapat melakukan beberapa 
rangkaian acara persidangan di depan personal 
computer-nya sendiri. E-litigation merupakan 
salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh 
Mahkamah Agung sebagai bagian dari program 
induk bernama e-court. 
Perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan 
Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 
129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di 
Pengadilan dapat dilakukan secara e-litigation, 
baru secara limitatif diberlakukan terhadap 
perkara dengan klasifikasi gugatan, gugatan 
sederhana, dan bantahan permohonan. 
Namun, untuk perkara pidana baik pidana 
umum maupun pidana khusus tidak 
diberlakukan atau berlaku prosedur secara 
manual atau konvensional. 
Adanya pandemi Covid-19 yang sampai saat 
ini masih meluas dan menyebar hampir di 
seluruh negara di dunia, yang awal mula 
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munculnya Covid-196 atau biasa dikenal dengan 
virus corona terdapat di Wuhan, Cina pada 
Desember tahun 2019 dan terdeteksi masuk ke 
Indonesia pada bulan Maret 2020 dan 
kemudian menyebar luas ke 34 provinsi di 
Indonesia pada bulan April. 
Penularan virus yang menyebar begitu cepat 
baik melalui kontak erat atau menyentuh 
barang yang kemungkinan sudah terinfeksi oleh 
virus ini membuat pemerintah harus bekerja 
keras  untuk mencegah penyebaran Covid-19. 
Khususnya di Indonesia, pemerintah melakukan 
berbagai cara penanganan serta pencegahan 
penyebaran secara besar-besaran dengan 
mengeluarkan peraturan-peraturan, sosialisasi 
dan himbauan-himbauan mengenai larangan 
kegiatan yang berpotensi mengumpulkan 
massa, meliburkan sekolah dan kampus yang 
kemudian berkembang menjadi sekolah dan 
kuliah online, dan menghimbau untuk 
pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan di 
rumah agar dikerjakan di rumah untuk 
mengurangi interaksi langsung. Hal tersebut 
juga berlaku dalam sistem persidangan di 
Indonesia khususnya persidangan perkara 
pidana. Untuk mengikuti protokol kesehatan 
agar memutus mata rantai penyebaran Covid-
19, beberapa persidangan perkara pidana 
dilaksanakan dalam bentuk online atau tidak 
bertatap muka langsung. 
Diadakannya persidangan perkara pidana 
secara elektronik/online menggunakan fasilitas 
video teleconference bukanlah hal yang baru 
diterapkan di Indonesia. Pada tahun 2002  
Mahkamah Agung pertama kali memberi izin 
mantan Presiden  B.J. Habibie memberikan 
kesaksian menggunakan video teleconference 
dalam kasus penyimpangan dana non anggaran 
bulog atas nama Tergugat Akbar Tandjung dan 
Tergugat Rahardi Rammelan. 
Kalau merujuk berdasarkan putusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
Nomor:354/Pid.B/2002/PN.JakartaSelatan, 
melihat pertimbangannya persidangan 
dilakukan secara online dapat dilakukan dalam 
sistem peradilan di Indonesia. 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) merupakan perwujudan dari sistem 
peradilan pidana yang memuat ketentuan 
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mengenai tata cara peradilan pidana beserta 
hak dan kewajiban para pihak dalam proses 
persidangan perkara pidana, menyangkut tata 
cara dan lokasi sidang telah diatur secara tegas 
dalam Pasal 230 ayat (1) KUHAP ketentuan ini 
menyiratkan bahwa sidang pengadilan 
berlangsung di gedung pengadilan7 dengan 
lokasi peradilan baik itu Hakim, Panitera, 
Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Tergugat, dan 
Penasehat Hukum berada dalam ruang sidang 
gedung pengadilan. Ada  pengecualian 
menggelar sidang di luar gedung pengadilan 
dapat dilakukan hal tersebut tertulis pada Pasal 
230 ayat (4)  dengan ketentuan bahwa  menata 
ruang sidang sebagaimana tertera dalam Pasal 
230 ayat (3) namun bila yang tertulis  dalam  
ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi 
maka sekurang-kurangnya bendera nasional 
harus ada.8 
Dari uraian di atas tersirat bahwa sidang 
pengadilan harus dilakukan secara langsung 
dengan kehadiran fisik dalam satu ruang sidang 
yang sama baik itu Hakim, Panitera, Penuntut 
Umum, Saksi, Ahli, Tergugat dan Penasihat 
Hukum meskipun tidak harus di gedung 
pengadilan. 
Hal tersebut menimbulkan dilema karena 
dalam keadaan darurat terjadi pandemi Covid-
19 saat ini prinsip sosial distancing dan menjaga 
jarak fisik merupakan sebuah keharusan untuk 
dilakukan, jika tetap melaksanakan persidangan 
perkara pidana dalam satu ruang sidang yang 
sama, maka akan menimbulkan masalah yang 
lebih besar pada keselamatan masyarakat 
dengan resiko meluasnya virus corona atau 
Covid-19. 
Oleh karena itu diterapkannya persidangan 
perkara pidana secara online harus digunakan 
sebagai solusi, untuk itu Mahkamah Agung 
menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 
Tahun 2020 tentang Administrasi dan 
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan 
Secara Elektronik sebagai landasan hukum dan 
pedoman dilaksanakannya persidangan perkara 
pidana secara online. 
Melihat diadakannya kembali sidang online 
karena faktor mewabahnya virus corona tentu 
ada berbagai aspek yang belum sepenuhnya 
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siap ketika diadakannya sidang online perkara 
pidana di Indonesia untuk itu perlu diteliti 
efektivitas dari sidang online ini sehingga 
apabila ada kendala-kendala yang nanti 
ditemukan bisa dievaluasi untuk lebih 
dikembangkan. 
Permasalahannya di sini dalam proses 
persidangan di karenakan tidak bersamaan 
antara Terdakwa, Penuntut Umum dan Majelis 
Hakim. Hal ini bisa menjadi kendala dalam 
persidangan sampai pada pengambilan 
keputusan. Berdasarkan uraian di atas menjadi 
dasar permasalahan skripsi ini yang 
mengangkat judul “Efektivitas Sidang Online 
Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan 
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan 
Secara Elektronik” 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1.  Pada tahap atau proses bagian mana 
penerapan sidang online perkara pidana 
di era pandemi Covid-19 sering menemui 
kendala? 
2. Apakah unsur atau kriteria efektivitas 
hukum secara umum terpenuhi dalam 
proses persidangan perkara pidana yang 
dilaksanakan secara online? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan 
dengan mempergunakan metode socio legal. 
Metodelogi penelitian socio legal dipengaruhi 
oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu 
hukum9. Pada prinsipnya metodologi penelitian 
socio legal adalah metodologi penelitian hukum 
yang menggunakan pendekatan metodologi 
ilmu sosial dalam arti yang luas.10 Penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan realita yang 
sesuai dengan fenomena secara rinci serta 
pengumpulan data oleh peneliti sendiri untuk 
mencari jawaban dari permasalahan yang 
diteliti dengan mengaitkannya dengan bahan 
hukum. 
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PEMBAHASAN 
A. Tahap Atau Proses Penerapan Sidang 
Online Perkara Pidana Di Era Pandemi 
Covid-19 Yang Sering Menemui Kendala 
Tahap Atau Proses Sidang Online Perkara 
Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di 
Pengadilan Secara Elektronik 
a) Pembacaan Dakwaan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 
Tahun 2020 Pasal 8  ayat (a) berbunyi : 
” Surat Dakwaan,  keberatan/eksepsi dan 
pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang 
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  
Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2)”.  
Melihat kembali mengenai pembacaan surat 
dakwaan dan keberatan/eksepsi dalam 
ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu: 
Persidangan dilakukan di ruangan sidang 
Pengadilan dengan dihari Penuntut dan 
Terdakwa dengan didampingi/tidak 
didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali 
ditentukan lain berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Dalam 
Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “Persidangan 
tetap berada dalam ruang sidang dengan 
dihadiri oleh Penuntut dan 
Tedakwa/Penasihat Hukumnya kecuali 
adanya ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur hal 
lain”,ketentuan lain dimuat dalam ayat (2) 
yang memuat demikian: “Dalam 
persidangan perkara sedang berlangsung 
Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya 
atau atas permintaan dara Penuntut dan/ 
atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat 
menetapkan persidangan yang dilakukan 
sebagaimana yang dimaksud maupun secara 
elektronik dengan cara sebagai berikut: 
a. “Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera 
Pengganti, dan Penuntut bersidang 
diruang sidang pengadilan, sementara 
Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan 
tempat Terdakwa ditahan dengan 
didampingi Penasihat Hukum:” 
b. “Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera 
Pengganti bersidang diruang sidang 
pengadialan, sementara penuntut 
mengikuti sidang dari kantor penuntut, 
dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa 
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didampingi Penasihat Hukum mengikuti 
sidang dari Rutang/Lapas tempat 
Terdakwa ditahan;” 
c. “Dalam hal tempat Terdakwa ditahan 
tidak memiliki fasilitas khusus untuk 
mengikuti sidang secara elektronik, 
Terdakwa dengan didampingi/tidak 
didampingi Penasihat Hukum mengikuti 
sidang dari Kantor Penuntut; atau” 
d. “Terdakwa yang tidak ditahan dapat 
mengikuti sidang diruang sidang 
Pengadilan atau dari kantor Penuntut 
dengan didampingi/tidak didampingi 
oleh Penasihat Hukum atau tempat lain 
didalam atau diluar daerah hukum 
Pengadilan  yang Mengadili dan disetujui 
oleh Hakim/Majelis Hakim dengan 
penetapan”. 
Kemudian pada Pasal 8 ayat (b) memuat 
demikian: 
b) Eksepsi atau Keberatan 
1) “Dalam hal sidang dilaksanakan secara 
elektronik, dokumen keberatan/eksepsi 
dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim  dan 
file dokumen tersebut diteruskan kepada 
Penuntut dan dilakukan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3)”. 
Pada Pasal 8 ayat (c) berbunyi: 
c) Pendapat Penuntut Terhadap Eksepsi 
2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara 
elektronik pendapat Penuntut terhadap 
keberatan Terdakwa/eksepsi yang dikirim 
kepada Hakim/Majelis Hakim 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 
(2) dan (3). 
d) Putusan Sela 
Pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: 
“Putusan/Putusan Sela diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri 
oleh Penuntut, Terdakwa, dan/atau 
Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pembacaan Putusan/Putusan 
Sela juga dapat dilakukan secara elektronik 
sesuai yang tertera dalam Pasal 9 ayat (2) 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 
Tahun 2020 Tentang Administrasi dan 
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan 
Secara Elektronik yaitu berbunyi demikian: 
“Dalam Keadaan tertentu, sidang 
pengucapan Putusan/Putusan Sela dapat 
dilangsungkan secara elektronik” 
e) Pemeriksaan Saksi san Ahli 
Kemudian pada bagian ketiga Pasal 10 
(sepuluh), Pasal 11 (sebelas) dan Pasal 12 
(dua belas) memuat tentang Pemeriksaan 
Saksi dan Ahli yaitu  dalam hal prosedur 
pemeriksaan Saksi dan Ahli tetap dalam 
prosedur semestinya dimana Saksi/Saksi Ahli 
serta Penerjemah wajib mengucapkan 
sumpah/janji menurut agama dan 
kepercayaannya dan dipandu oleh 
Hakim/Majelis Hakim  serta dibantu oleh 
rohaniawan yang berada dikantor atau 
tempat dimana Saksi dan Ahli memberikan 
lafal sumpah/janji dan tata cara 
penyumpahan dilakukan sesuai dengan 
Hukum Acara.  
Pasal 11 ayat (1) berbunyi demikian: “Tata 
cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli 
dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum 
Acara”.  Pasal 11 ayat (2) menyatakan 
bahwa: “Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli 
dilakukan dalam ruang sidang pengadilan 
meskipun persidangan dilakukan secara 
elektronik”. Namun dalam keadaan tertentu 
Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan 
pemeriksaan yang dilakukan terhadap 
Saksi/Ahli yang berada di kantor Penuntut di 
daerah hukumnya, pengadilan dimana 
Saksi/Ahli berada, kedutaan/konsulat 
jenderal Republik Indonesia atas 
persetujuan Menteri Luar Negeri bila 
Sakai/Ahli berada di luar negeri atau tempat 
lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis 
Hakim.11 
f) Pemeriksaan Terdakwa 
Selanjutnya, pada bagian keempat Pasal 13 
(tiga belas) mengatur tentang Pemeriksaan 
Terdakwa, pada Pasal 13 ayat (1) berbunyi: 
“Pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang 
sidang sesuai ketentuan Hukum Acara”. 
Kemudian pada Pasal 13 ayat (2) 
menyatakan dalam hal pemeriksaan 
Terdakwa dilakukan dalam persidangan 
secara elektronik Terdakwa yang berada 
ditahanan dapat didengar keterangannya 
dari tempat Terdakwa ditahan dengan 
didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat 
Hukum, jika Terdakwa yang dalam 
penahanan namun tempat Terdakwa 
ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk 
mengikuti persidangan maka keterangan 
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Terdakwa akan didengarkan melalui kantor 
Penuntut, bila Terdakwa tidak ditahan dapat 
didengar keterangannya di Pengadilan, 
kantor Penuntut, atau tempat lain yang di 
tentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui 
penetapan. Pada Pasal 13 ayat (3) 
menyatakan dalam hal pemeriksaan 
Terdakwa yang tidak ditahan, ketua/kepala 
Pengadilan tempat terdakwa didengar 
keterangannya menyediakan fasilitas 
persidangan secara elektronik serta 
menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) 
orang Panitera Pengganti tanpa 
menggunakan atribut persidangan untuk 
mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan 
Terdakwa. 
g) Pemeriksaan Barang Bukti 
Bagian kelima Pasal 14 (empat belas) 
memuat mengenai Pemeriksaan Barang 
Bukti termuat dalam 6 (enam) ayat, yang 
masing-masing berbunyi: 
1) Dalam hal sidang dilaksanakan secara 
elektronik yang pelimpahannya 
dilakukam secara elektronik, barang 
bukti yang akan diperiksa tetap berada 
dikantor Penuntut. 
2) Penuntut memperlihatkan barang bukti 
tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim 
secara elektronik. 
3) Dalam hal barang bukti tersebut berupa 
dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim 
mencocokan dokumen hasil pindai yang 
terdapat dalam berkas perkara dengan 
dokumen asli yang diperlihatkan oleh 
Penuntut secara elektronik. 
4) Dalam hal barang bukti tersebut berupa 
dokumen cetak, barang bukti dapat 
difoto atau dividiokan dan dikirim ke 
alamat pos-el Pengadilan dalam 
persidangan sebelum diajukan sebagai 
barang bukti. 
5) Dalam hal Terdakwa mengajukan barang 
bukti yang meringankan, baik berupa 
dokumen cetak maupun dokumen bukan 
cetak, barang bukti tersebut 
diperlakukan sama dengan barang bukti 
sebagaimana yang dimaksud pada  ayat 
(3) dan ayat (4). 
6) Hakim/Majelis Hakim mencocokan 
barang bukti yang dikirim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dengan aslinya secara elektronik.12 
h) Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik 
Pada bagian keenam Pasal 15 (lima belas) 
mengatur mengenai Tuntutan, Pembelaan, 
Replik dan Duplik, pada Pasal 15 ayat (2) 
berbunyi: “Dalam hal sidang dilaksanakan 
secara elektronik, pengiriman dokumen 
tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan 
duplik dilakukan dengan cara sama dengan 
pengiriman dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (4).13 
i) Putusan dan Pemberitahuan Putusan 
Kemudian pada bagian ketujuh Pasal 16 
(enam belas) Putusan dan Pemberitahuan 
Putusan, pada Pasal 16 ayat (1) menyatakan 
bahwa putusan diucapkan oleh 
Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang 
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh 
Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, 
kecuali ditentukan lain oleh Undang-
Undang. Namun seperti yang tertulis pada 
Pasal 16 ayat (2), dalam keadaan tertentu 
berdasarkan penetapan Hakim/Majelis 
Hakim, sidang pengucapan putusan dapat 
dilakukan secara elektronik.14 
 
B. Terpenuhi atau Tidaknya Unsur/Kriteria 
Efektivitas Hukum Secara Umum Pada 
Penerapan Sidang Online Perkara Pidana 
Pada Masa Pandemi Covid-19 
Pertanyaannya ialah  “Apakah sidang online 
perkara pidana yang dilaksanakan selama 
pandemi covid-19 efektif?” seperti yang tertera 
dalam diagram berikut, kita dapat melihat 
perbandingan jawaban yang dipilih oleh 22 
narasumber: 
 
Sumber: Pengadilan Negeri Manado, 
Pengadilan Negeri Tahuna, Pengadilan Negeri 
Tondano, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, 
Advokad, Fakultas Hukum Universitas Sam 
Ratulangi15 
                                                          
12
 Ibid. Pasal 14 
13
 Ibid. Pasal 15 
14
 Ibid. Pasal 16  
15
 Ibid 
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Menurut jawaban yang konsisten memilih 
“IYA” memperoleh 45%, kemudian untuk 
jawaban “TIDAK” 40,9% dan untuk ketiga 
pilihan lainnya memilih KURANG EFEKTIF.  
 Alasan mayoritas responden memilih 
jawaban “IYA” adalah sidang harus tetap jalan 
untuk menjawab masyarakat yang mencari 
keadilan dan mengurangi interaksi dengan 
orang lain guna mengurangi penyebaran Covid-
19, jadi sidang online dinilai efektif karena pada 
masa pandemi sidang memang harus tetap 
diadakan sekaligus sebagai upaya mengurangi 
penyebaran Covid-19.  
Jawaban “TIDAK” sendiri dengan alasan 
bahwa untuk mendukung jalannya sidang 
online harus dilengkapinya peralatan penunjang 
serta kualitas jaringan yang baik, namun sejauh 
ini untuk alat penunjang sangatlah terbatas, 
begitu juga dengan jaringan internet yang 
sangat buruk sehingga jalannya sidang dinilai 
sama sekali tidak efektif. Pilihan “KURANG 
EFEKTIF” sendiri sebenarnya memiliki alasan 
yang kurang lebih sama dengan tidak efektif 
yaitu sidang dinilai kurang efektif karena  faktor 
jaringan internet kurang baik.  
Jika melihat kembali kriteria efektivitas pada 
hukum secara umum yang dijabarkan oleh 
Soerjono Soekarto (2008:80), pada poin (c) 
sendiri tertera adanya sarana atau fasilitas, 
namun dapat kita lihat dalam pelaksanaan 
sidang online perkara pidana untuk prasarana 
penunjang jalannya sidang sendiri sangat 
kurang atau tidak terpenuhi sehingga sidang 
selalu tertunda atau memakan waktu yang 
cukup lama, ditambah lagi sering terjadi 
gangguan teknologi dikarenakan kualitas 
jaringan yang buruk untuk beberapa instansi 
yang berada di sulawesi utara. 
Manurut wawancara kepada 22 
narasumber, karena kurangnya fasilitas atau 
prasarana yang mendukung jalannya sidang 
online maka sidang harus mengantri dan 
membuat proses persidangan memakan waktu 
yang cukup lama serta untuk kualitas jaringan 
internet sebagai salah satu faktor atau fasilitas 
yang memegang kendali penting, sangat buruk 
hingga menyulitkan proses persidangan. 
 Hambatan karena gangguan teknologi 
sendiri, sesuai dengan Pasal 17 Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara 
Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, upaya 
yang dapat diambil sesuai Pasal 17 ayat 
(1)“Dalam hal terdapat hambatan  karena 
gangguan teknologi yang dipergunakan pada 
saat sidang berlangsung, demi hukum sidang 
diskors dan akan dibuka kembali setelah 
gangguan berakhir”, namun bila yang terjadi 
gangguan tidak berakhir saat itu maka upaya 
yang dilakukan seperti yang tercantum dalam 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Administrasi dan Persidangan 
Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 
Pasal 17 ayat (2) “Dalam hal gangguan 
teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh 
) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan 
dilaksanakan kembali sesuai dengan jadwal 
sidang (court celendar)  yang telah ditetapkan 





1. Dari survei  yang diambil dengan 
membagikan kuesioner kepada beberapa 
narasumber dengan hasil 81,8% memilih 
pemeriksaan Saksi/Ahli, kemudian 13,6% 
memilih pembuktian dan sisanya memilih 
lainnya yang di dalamnya ada 
pembuktian. Khususnya untuk kendala 
yang banyak dipilih yaitu pemeriksaan 
Saksi/Ahli meskipun bila melihat pada 
kebijakan yang diambil untuk memeriksa 
Saksi mantan Presiden B.J. Habibie pada 
2002 berjalan dengan baik dikarenakan 
adanya alat penunjang kemudian 
didukung dengan kualitas jaringan yang 
baik, sedangkan pada beberapa wilayah 
peradilan untuk alat penunjang serta 
kualitas jaringan yang buruk hal tersebut 
membuat pemeriksaan Saksi/Ahli tidak 
berjalan dengan baik. Jika melihat dalam 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 
Tahun 2020 Tentang Administrasi dan 
Persidangan Perkara Pidana Di 
Pengadilan Secara Elektronik sebagai tata 
cara dan pedoman penerapan sidang 
online pada perkara pidana sudah 
mengatur beberapa upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi kendala pada 
pemeriksaan Saksi/Ahli, dan untuk tiap 
instansi yang beberapa perwakilannya 
digunakan sebagai narasumber dalam 
                                                          
16
Ibid, Pasal 17 
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mengambil survei yaitu Pengadilan 
Negeri Manado, Pengadilan Negeri 
Tahuna, Pengadilan Negeri Tomohon, 
Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, 
dan beberapa Advokad serta salah satu 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam 
Ratulangi selaku Saksi Ahli juga sudah 
melakukan upaya sesuai kebijakan 
masing-masing  dengan tetap berpegang 
pada peraturan yang telah ditetapkan. 
Namun secara keseluruhan hanya 
menjadi upaya agar sidang online 
khususnya pada pemeriksan Saksi/Ahli 
dapat berjalan, tidak benar-benar 
membuat masalah tersebut tidak 
terulang kembali, jadi untuk pemeriksaan 
Saksi/Ahli secara online tidak bisa 
diterapkan pada wilayah peradilan yang 
minim alat penunjang serta buruknya 
kualitas jaringan internet. 
2. Melalui survei langsung untuk melihat 
terpenuhi atau tidaknya unsur/kriteria 
efektivitas dalam hukum secara umum 
pada penerapan sidang online perkara 
pidana di masa pandemi Covid-19, 
perolehan pada diagram hampir imbang 
antara yang konsisten memilih IYA dan 
TIDAK sedangkan untuk yang lainnya 
memilih KURANG, dapat kita lihat untuk 
unsur atau kriteria sendiri ada yang tidak 
terpenuhi khususnya adanya saran dan 
prasarana, jika melihat alasan mengapa 
narasumber memilih IYA dikarenakan 
sidang perkara pidana harus tetap 
berjalan untuk menjawab masyarakat 
yang mencari keadilan sekaligus 
mematuhi protokol kesehatan dengan 
mengurangi interaksi langsung dengan 
orang banyak guna memutus penyebaran 
Covid-19 sedangkan untuk alasan 
memilih TIDAK dan KURANG EFEKTIF 
keseluruhannya memaparkan alasan 
yang kurang lebih sama yaitu faktor 
minimnya prasarana penunjang sidang 
serta buruknya jaringan internet untuk 
memastikan sidang dapat berjalan, jadi 
untuk kriteri efektivitas sidang online 
pada masa pandemi Covid-19 dinilai 
TIDAK TERPENUHI karena sidang online 
perkara pidana dinilai KURANG EFEKTIF 
karena sidang memang untuk saat ini 
harus tetap berjalan guna menjawab 
setiap masyarakat yang mencari keadilan 
begitu juga untuk Terdakwa yang terikat 
masa penahanan dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan guna 
memutus penebaran Covid-19, namun 
pada penerapannya banyak menemui 
kendala karena untuk prasarana 
penunjang sidang online perkara pidana 




1.  Melihat pemeriksaan Saksi/Ahli dinilai 
paling banyak menemui kendala 
kemudian baik dari PERMA No 4 Tahun 
2020 Tentang Administrasi Dan 
Persidangan Perkara Pidana Di Pengadian 
Secara Elektronik sebagai pedoman atau 
tatacara dan kebijakan dari tiap instansi 
yang telah diambil guna menjamin 
pemeriksaan Saksi/Ahli dapat berlanjan 
namun tidak benar-benar membuat 
permasalahan pada pemeriksaan 
Saksi/Ahli tidak terulang kembali  maka 
diharapkan pemerintah harus 
memperhatikan prasarana penunjang 
sidang online bila untuk pemeriksaan 
Saksi/Ahli karena keadaan tertentu sama 
sekali tidak dapat dilaksanakan di ruang 
sidang. Namun bila masih memungkinkan 
maka demi kepastian hukum baiknya 
pemeriksaan Saksi/Ahli tidak 
dilaksanakan secara online karena tidak 
semua wilayah hukum di Indonesia 
memiiki kualitas jaringan yang baik dan 
harus tetap dilaksanakan di ruang sidang 
pengadilan namun tetap menerapkan 
protokol kesehatan berupa memakai 
masker, mencuci tangan bahkan tidak 
bersalaman atau berdekatan guna 
mencegah penyebaran Covid-19. 
2. Demi penegakan hukum dan pencegahan 
penyebaran Covid-19 sekaligus menjadi 
ajang pengembangan peradilan di 
Indonesia ke arah yang lebih modern 
diharapkan adanya perhatian khusus 
menganai fasilitas untuk menunjang 
persidangan secara elektronik ke seluruh 
pengadilan khususnya di daerah yang 
belum memiliki fasilitas yang memadai 
begitupun dengan kualitas jaringan harus 
ditingkatkan sebagai penjamin 
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persidangan berjalan lancar sehingga ini 
juga menjadi momentum bagi 
Mahkamah Agung untuk memperluas 
implementasi e-Court dan e-Litigasi 
dalam perkara pidana dengan tujuan 
memberikan suatu pelayanan yang  
cepat, sederhana dan akurat tanpa 
menunda atau menghambat masyarakat 
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